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BUPATI SUKOHARJO,

bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan
penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan
Peraturan Bupati Sukoharjo agar dapat berdaya guna
dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupaty;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

-9 .

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258 ), sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4

Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 229j);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18},

MEMUTUSKAN :

. Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

. Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

adalah :

a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian berlakunya Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

b. melaksanakan inventarisasi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati yang mempunyai sanksi pidana;
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c. melaksanakan identifikasi pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati sebagal dasar dalam

perencanaan dan penentuan kebijakan dalam Operasi
Yustisi;

d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atas dasar
laporan dan inventarisasi terjadinya pelgnggaran
Peraturan Daerah;

e. membuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan
Daerah (LKPPD) untuk disampaikan kepada Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)} sebagai bahan penyidikan,

f. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian dan
instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap

adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;

h. melaksanakan penertiban terhadap anggota
masyarakat yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati
Sukoharjo mengenai Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

KETIGA . Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU melaporkan hasil kegiatan dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2017.

KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal (2 Janucd 2007

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIiJ AYAﬁ

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharnjo:




Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Kepala Badan  Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah  Kabupaten  Sukoharjo a1
Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.




Lampiran :

TAHUN 2017
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Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO

NO JABATAN/ INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4

1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan naschat,

arahan dan petunjuk

> | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung | Bertanggung jawab seluruh
Sukohario jawab pelaksanaan kegiatan

3. | Kepala Satuan Polisi Pamong Koordinator | Mengkoordinir seluruh
Praja Kabupaten Sukoharjo pelaksanaan kegiatan

4. | Kepala Bidang Penegakan Ketua Melaksanakan tugas sesuai
Perundang-undangan Daerah bidang tugasnya
pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

5. | Kepala Seksi Penegakan pada Wakil Ketua | Melaksanakan tugas sesuai
Bidang Penegakan Perundang- bidang tugasnya
undangan Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo

6. | Kepala Seksi Hubungan Antar| Sekretaris Melaksanakan tugas
Lembaga pada Bidang Penegakan dibidang kesekretariatan
Perundang-undangan Daecrah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

7. | Kepala Bidang Pemadam Anggota Melaksanakan tugas sesual
Kebakaran pada Satuan Polisi bidang tugasnya
Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo

8. | Kepala Bidang Pembinaan Satuan Anggota Melaksanakan tugas sesual
Perlindungan Masyarakat pada bidang tugasnya
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

9. | Kepala Seksi Bimbingan dan Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Pengawasan pada Bidang bidang tugasnya
Penegakan Perundang-undangan
Daerah Satuan Polis1i Pamong
Praja Kabupaten Sukoharjo

/
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10. | Kepala Sub Bagian Umum dan Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Kepegawaian pada Sekretariat bidang tugasnya
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo
11. { Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggota Melaksanakan tugas sesuai
pada Sekretariat Satuan Polisi bidang tugasnya
Pamong Praja Kabupaten
Sukohano
12. | Kepala Sub Bagian Bantuan Anggota Melaksanakan tugas sesual
Hukum dan Pengkajijan pada bidang tugasnya
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
13. | Kepala Seksi Pembinaan Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Masyarakat pada Bidang bidang tugasnya
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo
Anggota Melaksanakan tugas sesuai
14. | Slamet Widodo bidang tugasnya
NIP. 19740420 200701 1 019
Fungsional Umum pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sukoharno
Anggota Melaksanakan tugas sesuai
15. | Sunaring Asnani, A.Md bidang tugasnya
NIP. 19761217 201001 2 009
Fungsional Umum pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo
Anggota Melaksanakan tugas sesuat
16. | Eko Darmanto bidang tugasnya
NIP. 19721019 200701 1 010
Fungsional Umum pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo

PATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA J




